
 

 
 
 
 

WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON 

NOMOR  4  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON 
 NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA AMBON, 
  

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri   
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dipandang perlu melakukan 
penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah 
Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

       b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 
   2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat  II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 80,) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 

5.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan  
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4437, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);  

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang 
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak 
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 
Nomor 30); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979   Nomor 20); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007; 

 
 



 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23.Peraturan Presiden  Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010  
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah; 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; 

26.Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 
 
 
 
 



 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON 
 

dan 
 

WALIKOTA AMBON 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 
2009 TENTANG  POKOK-POKOK PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Seri G Nomor 01 ) diubah sebagai 
berikut:  
 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 46a dan 

angka 49a sehingga pasal 1 berbunyi:  
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
(46a)  Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja 
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku 
Bendahara umum Daerah. 

(49a)  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan  anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan selaku Bendahara umum Daerah. 

 
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal, yaitu        

pasal 10A yang berbunyi: 
Pasal 10A 

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran bertindak 
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 
3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni diantara ayat 

(3) dan (4) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (3A) dan ayat (5) 
baru, sehingga pasal 11 berbunyi: 

 
Pasal 11 

(3A). Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja. 
b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. 



 

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran. 

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 

e. Menandatangani SPM.-LS dan SPM-TU. 
f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

dan 
g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna 
anggaran.  

 (5) Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen. 

  
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) kata ”kuasa” diantara kata ”kepada” dan 

kata ”pengguna” dihapus selanjutnya diganti dengan kata                 
”pengguna anggaran” dan ”tanda / (garis miring)” sebelum kata 
pengguna barang sehingga pasal 12 ayat (4) berbunyi: 

 
Pasal 12 

(4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

 
5.  Ketentuan Pasal 18 dihapus  
 
6. `Ketentuan Pasal 19 ayat (1) kata-kata ”sebagaimana dimaksud pada 

pasal 18 ayat (1)” dihapus; ayat (2) diantara kata ”daerah” dan kata 
”merupakan” disisipkan kata-kata ” sebagaimana pada ayat (1)”  
sehingga pasal 19 berbunyi: 

 
Pasal 19 

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan  
pembiayaan daerah. 

(2) Pendapatan daerah sebagaimana pada ayat (1) merupakan 
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk 
setiap sumber pendapatan. 

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

 
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) kata-kata ”sebagaimana dimaksud pada 

pasal 18 ayat (1)” dihapus; ayat (2) dan ayat (3) lama dihapus dan 
diganti dengan  ayat (2) dan ayat  (3) baru,  sehingga pasal 20 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 20 
(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran 

pembiayaan daerah. 
(2) Belanja daerah sebagaimana pada ayat (1) merupakan perkiraan 

beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan 
merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 



 

masyarakat tanpa diskriminasi ,khususnya dalam pemberian 
pelayanan umum.  

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

 
8. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

58A yang berbunyi: 
 

Pasal 58A 
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 58 ayat (5) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala 
daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan 
kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. 

(2) Rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan 
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut 

rencana pendapatan dan pembiayaan. 
b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja 

SKPD berkenan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang 
ditetapkan. 

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. 
 

d. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari , SKPD terkait 
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, 
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam 
rangka pencapaian prestasi kerja;dan 

e. Dokumen sebagaimana lampiran KUA, PPA, kode rekening 
APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar 
satuan harga. 

(3) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 
sbagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal 
bulan agustus tahun anggaran berjalan. 

 
9. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) kata ”Pasal 153 ayat (2)” dihapus dan 

diganti dengan Kata ”Pasal 154 ayat (2)” sehingga lengkapnya Pasal 
155 ayat (2) berbunyi: 

 
Pasal 155 

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 
yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) segera dimintakan 
surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa 
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia 
mengganti kerugian daerah dimaksud. 

 
 
 
 
 
 



Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku  sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Ambon. 
 

 
Ditetapkan di Ambon 

 pada tanggal 2 Juni 2014 
 
                                                          WALIKOTA AMBON, 

 
            
 
 
 
RICHARD LOUHENAPESSY 

 
 
Diundangkan di Ambon 
pada tanggal  2 Juni 2014                      

SEKRETARIS KOTA AMBON, 
 
 
 
 
 
 
ANTHONY GUSTAF LATUHERU 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOREG 17 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :  
NOMOR  4 TAHUN 2014 



 

PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON 

NOMOR  4   TAHUN 2014  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON   
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 
 
 

I.  UMUM 
 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dia tur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan 
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa 
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan 
keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang 
dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara,    UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya 
peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk 
mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide 
dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola 
pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu 
transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu 
peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus 
regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang 
bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak 
menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud 
memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. 

Disisi lain bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri   Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu melakukan 
penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ambon 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 
 
 



 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal 1 
  Angka (46a) : Cukup Jelas 
  Angka (49a) : Cukup Jelas 
 

 Pasal 10A : Cukup Jelas 
 

 Pasal 11 
  Ayat (3A) : 

Huruf (a) : Cukup Jelas 
Huruf (b) : Cukup Jelas 
Huruf (c) : Cukup Jelas 
Huruf (d) : Cukup Jelas 
Huruf (e) : Cukup Jelas 
Huruf (f) : Cukup Jelas 
Huruf (g) : Cukup Jelas 

 Pasal 12 
  Ayat (4) : Cukup Jelas 
 

 Pasal 19 
  Ayat (1) : Cukup Jelas 
  Ayat (2) : Cukup Jelas 
 

 Pasal 20 
  Ayat (1) : Cukup Jelas 
  Ayat (2) : Cukup Jelas 
  Ayat (3) : Cukup Jelas 
 Pasal 58A 
  Ayat (1) : Cukup Jelas 
  Ayat (2) : 

Huruf (a) : Cukup Jelas 
Huruf (b) : Cukup Jelas 
Huruf (c) : Cukup Jelas 
Huruf (d) : Cukup Jelas 
Huruf (e) : Cukup Jelas 

  Ayat (3) : Cukup Jelas 
 
 Pasal 155 
  Ayat (2) : Cukup Jelas 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014        
NOMOR 294 


